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Abstrak 

 

Pramuwisata atau Pemandu Wisata merupakan Warga Negara Indonesia yang 

bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik 

wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Peran dari 

Pramuwisata sangat dibutuhkan dalam Pariwisata di Bali yang banyak memiliki 

objek wisata yang kental akan sejarah, budaya dan adat istiadat yang di dasari 

oleh Agama Hindu, sehingga jasa Pramuwisata sangat dibutuhkan untuk 

memberikan informasi mengenai suatu objek wisata di Bali. Pramuwisata di Bali 

dapat dikatakan sebagai “ujung tombak” dari Pariwisata di Bali sehingga 

dibuatlah aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2016 

tentang Pramuwisata. Salah satu daerah di Bali yang memiliki banyak objek 

wisata yang sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat yang didasari oleh 

Agama Hindu adalah Ubud, maka dibutuhkanlah peran dari Pramuwisata Khusus 

untuk memandu wisatawan ke suatu objek wisata di Ubud. Tetapi pada 

kenyataannya saat ini banyak terdapat Pramuwisata Khusus ilegal yang bertugas 

dalam suatu Daya Tarik Wisata di Ubud. Dengan kondisi tersebut, maka perlu di 

kritisi kembali mengenai pengaturan Pramuwisata Khusus yang dikaitkan dengan 

keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud, serta melihat peran Pemerintah 

dalam memberikan perlindungan terhadap Pramuwisata Khusus legal dan 

penegakkan sanksi yang dilakukan Pemerintah terhadap Pramuwisata Khusus 

ilegal di Ubud Bali. 

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode pendekatan hukum 

Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. 

Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan 

hukum sekunder maupun primer dan melakukan penelitian langsung ke lapangan 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan 

dengan keindahan alam dan keanekaragaman budayanya, sehingga 

menjadi daya tarik wisata dari berbagai kalangan. Dengan adanya potensi 

alam dan budayanya tersebut dapat menjadi salah satu komoditi ekonomi 

yang dilakukan Pemerintah melalui dibukanya tempat-tempat wisata. 

Pariwisata memberikan dampak positif dalam sudut ekonomi yaitu dengan 

dibukanya tempat-tempat Wisata, Perhotelan, dan Restaurant. Selain 

adanya dampak positif yang ditimbulkan, dilihat dari sudut ekonominya 

juga ada delapan keuntungan dalam pariwisata di Indonesia yaitu: 

1. Peningkatan kesempatan dalam berusaha 

2. Kesempatan kerja 

3. Peningkatan penerimaan pajak 

4. Peningkatan pendapatan Nasional 

5. Percepatan proses pemerataan pendapatan 

6. Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan 

7. Memperluas pasar produk dalam negeri 

8. Memberikan dampak multiplier effect1 dalam perekonomian sebaai 

akibat pengeluaran wisatawan, para investor maupun perdagangan luar 

negeri2 

Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja pariwisata memberikan 

dampak positif, dengan dibukanya tempat wisata tersebut dapat 

                                                           
1 Multiplier Effect adalah efek dalam ekonomi di mana peningkatan pengeluaran nasional 

mempengaruhi pendapatan dan konsumsi menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah sebelumnya. 
2 Oka A. Yoety, Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi, Penerbit Buku Kompas, 

Jakarta, 2008 
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mempengaruhi masyarakat sekitar dengan adanya interaksi sosial antara 

masyarakat setempat dengan para wisatawan yang datang sehingga 

masyarakat tersebut menjadi lebih terbuka.  Pada umumnya pariwisata lebih 

dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama 

dikembangkannya pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi, baik bagi masyarakat maupun Daerah dan Negara. Pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam upaya 

peningkatan pendapatan suatu daerah, melalui dibukanya tempat-tempat 

wisata dan budaya yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan baik 

mancanegara maupun domestik. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan 

sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai salah satu aset yang digunakan sebagai sumber 

pendapatan yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara.  

Bali atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau 

Seribu Pura ini terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang 

memiliki potensi pariwisatanya yang tinggi karena memiliki keunikan 

berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan 

mancanegara dan domestik. Bali adalah primadona pariwisata Indonesia 

yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan 

alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan 

budayanya yang unik dan menarik. Kebudayaan Daerah Bali yang dijiwa 

oleh Agama Hindu dalam eksistensinya menunjukkan ciri yang unik, kaya 

akan variasi serta memiliki akar dan perjalanan sejarah yang amat panjang 

pada hakekatnya amat potensial bagi peningkatan kepariwisataan di 

Daerah Bali. Hampir diseluruh Daerah di Bali memiliki keindahan alam 

dan budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda yang semakin menambah 

keindahan pulau ini.  

Lewat pembangunan pariwisata Bali yang bersumber pada 

kebudayaan Bali ini banyak memberikan kontribusi yang positif bagi 

kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi utama daerah yang 

dimiliki yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu. 
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Kebudayaan Bali tersebut menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan 

ke Bali. Banyaknya tempat-tempat wisata yang ada di Bali yang kental 

atau sarat dengan nilai-nilai kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama 

Hindu berakibat, wisatawan yang berkunjung dengan berbeda-beda latar 

belakang dan budaya tersebut tentu tidak semuanya mengetahui atau 

memahami nilai-nilai sejarah, adat istiadat dan kebudayaan Bali untuk itu 

perlu adanya Tour Guide atau Pramuwisata. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia3 Pramuwisata adalah petugas pariwisata yang berkewajiban 

memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan wisatawan; pemandu 

wisata. Menurut Oka A. Yoety, Pramuwisata adalah seorang yang 

memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan 

traveler lainnya, tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan 

bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah 

tertentu4. Adapun pengertian lain mengenai Pramuwisata yaitu orang yang 

memandu pengunjung dalam bahasa pilihan mereka dan menafsirkan 

warisan budaya dan alam suatu daerah yang memiliki kualifikasi daerah 

yang dikeluarkan dan diakui oleh otoritas yang tepat5. Keberadaan 

Pramuwisata di Bali sangat penting, sebab Bali banyak bergantung pada 

sektor wisata. 

Berdasarkan alasan diatas maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali 

mengeluarkan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang 

Pramuwisata yaitu dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pramuwisata yang selanjutnya disebut dengan Perda 

Pramuwisata Bali. Dalam Pasal 1 angka 6 Perda Pramuwisata Bali, 

“Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas 

memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik 

wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan”. 

                                                           
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, hlm 1145 
4 Oka A. Yoety, Pengantar Ilmu Pariwisata, Banbung: Angkasa, 1983 
5  EN 13809 Of European Committee For Standardisation (CEN), Adopted by WFTGA ITS DUNBLANE 

SCOTLAND CONVENTION 2003 
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Pramuwisata dalam Pasal 1 angka 10 dan 11 Perda Pramuwisata Bali 

digolongkan menjadi dua golongan yaitu Pramuwisata Umum dan 

Pramuwisata Khusus. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang 

lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi. Sedangakan 

Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada 

suatu Daya Tarik Wisata (DTW) tempat Pramuwisata khusus bertempat 

tinggal.  

Perda Pramuwisata Bali selain mengatur tentang penggolongan 

Pramuwisata yang terlait dengan ruang lingkup kerjanya juga mengatur 

tentang syarat untuk menjadi Pramuwisata. Dalam menjalankan tugasnya 

seorang Pramuwisata baik umum dan khusus wajib memiliki Kartu Tanda 

Pengenal Pramuwisata  (lebih dikenal dengan KTPP) yang diterbitkan oleh 

Kepala Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Gubernur yang diatur dalam 

Pasal 3 Perda Pramuwisata Bali. Selain wajib memiliki KTPP dalam Pasal 

7 Perda Pramuwisata Bali seorang Pramuwisata juga harus memiliki 

Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali yang diperoleh setelah lulus uji 

pengetahuan tentang Budaya Bali oleh tim penguji yang telah ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh seorang Pramuwisata yang dimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 

Perda Pramuwisata Bali. Dalam Pasal 8 diatur mengenai hak Pramuwisata 

yaitu Pramuwisata mendapatkan hak penerbitan dan perpanjangan KTPP 

yang mereka miliki dan mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau 

sosialisasi. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam Pasal 9 yaitu 

kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan yang meliputi:  

“ a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan 

yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia  

b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana 

perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai 

dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas 

wisatawan lainnya 

c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan 

membantu keperluan wisatawan lainnya 
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d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, 

mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah” 

 

Dalam menjalankan kewajibannya tersebut seorang Pramuwisata baik 

umum dan khusus harus mengenakan Pakaian Adat Bali seperti yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 1 Perda Pramuwisata Bali, tapi terdapat 

pengecualian dalam ayat 2 apabila Pramuwisata sedang menjalankan tugas 

kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan. Setiap 

profesi pasti memiliki suatu kode etik dalam menjalankan tugasnya begitu 

pula dengan Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus menaati 

kode etik profesi Pramuwisata yang telah ditetapkan dan diatur dalam 

Pasal 12 Perda Pramuwisata Bali. 

Menjadi Pramuwisata di Bali yang baik dan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang telah 

diatur dalam Perda Pramuwisata Bali yang harus dipenuhi sebelum 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pramuwisata. Menjadi 

seorang Pramuwisata haruslah memiliki wawasan serta pendidikan yang 

mendukung kemampuan dalam memandu wisatawan. Seorang 

Pramuwisata tidak hanya dituntut untuk menyampaikan penjelasan 

mengenai suatu destinasi secara menyenangkan, tetapi juga harus 

menguasai cara memandu serta standar dalam pemanduan wisatawan agar 

pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan dapat lebih maksimal. 

Pramuwisata merupakan salah satu “ujung tombak” dari kepariwisataan 

Bali. Jika apa yang disampaikan oleh Pramuwisata tidak benar maka dapat 

menimbulkan citra buruk dari para wisatawan. Oleh karena itu sangat 

penting bagi Pramuwisata untuk terlebih dahulu mengikuti pendidikan 

untuk menjadi Pramuwisata yang baik. 

Oleh karena itu Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk 

membuka pendidikan bagi calon-calon Pramuwisata. Pemerintah Daerah 

menyelenggarakan pendidikan dengan cara, mengikuti pendidikan di 

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata pada jurusan Kepariwisataan Program 

Studi Manajemen Bisnis Perjalanan atau dapat juga dengan mengikuti 
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pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerja 

sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)6 Bali bagi seorang 

calon Pramuwisata yang belum atau memiliki pengetahuan yang minimal 

mengenai bidang kepariwisataan khususnya bidang Pramuwisata. Tidak 

ada syarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini dengan kata lain semua 

orang dengan minimal lulusan SMA baik yang telah memiliki pekerjaan 

atau belum memiliki pekerjaan sama sekali dapat mengikuti pelatihan 

tersebut. Setelah lulus dari pendidikan atau pelatihan pariwisata maka 

harus mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP 

(Lembaga Sertifikasi Profesi) Pariwisata Bali yang telah di berikan lisensi 

oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji Kompetensi adalah 

proses penilaian (assessment) baik teknis maupun non teknis melalui 

pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang 

telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau 

kualifikasi tertentu7, dengan telah mengikuti uji kompetensi tersebut 

seorang Pramuwisata telah dikatakan memiliki kompetensi8. Langkah 

selanjutnya adalah mendapatkan lisensi sebagai Pramuwisata atau sering 

disebut Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata. Manfaat seorang 

Pramuwisata apabila memiliki Sertifikat Kompetensi tersebut adalah akan 

mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang 

dikuasainya. Setelah memiliki Sertifikat Kompetensi Kepemanduan 

Wisata maka seorang Pramuwisata Bali harus mengikuti uji pengetahuan 

tentang budaya Bali oleh Tim Penguji yang telah ditetapkan oleh 

Keputusan Gubernur dengan menunjuk Kepala Dinas Pariwisata. Hal 

                                                           
6 Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) atau Indonesian Tourist Guide Asociation (ITGA) 

adalah organisasi profesi yang bersifat non-politik dan mandiri di tingkat Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 
7 Diakses dari http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/, pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 

23.52 WIB  
8 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan 

Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan 

profesionalitas kerja. 

 

http://sertifikasi-pariwisata.com/sertifikasi-kompetensi/
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mengenai Tim Penguji ini diatur dalam Pasal 7 ayat 4 Perda Pramuwisata 

Bali terdiri dari : 

a. Pemerintah Provinsi 

b. Akademisi 

c. Parisada Hindu Dharma Indonesia 

d. Majelis Utama Desa Pakraman 

e. Organisasi Pramuwisata 

Apabila lulus dalam uji pengetahuan tentang budaya Bali tersebut maka 

seorang Pramuwisata akan mendapatkan Serifikat Lulus Uji Pengetahuan 

tentang Budaya Bali yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata 

Provinsi Bali. 

Seorang Pramuwisata Bali yang telah memiliki Sertifikat 

Kompetensi Kepemanduan Wisata dan Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan 

Budaya Bali, maka seorang Pramuwisata Bali harus mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau dikenal 

dengan nama KTPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda Pramuwisa Bali. 

Seorang Pramuwisata di Bali dalam melakukan tugasnya harus memiliki 

identitas yang jelas berupa KTPP tersebut untuk dapat melakukan tugas 

kepemanduan wisatanya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perda 

Pramuwisata Bali yaitu setiap Pramuwisata wajib memiliki KTPP untuk 

melaksanakan tugas kepemanduan wisata. Untuk memperoleh KTPP 

tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang 

Pramuwisata Umum seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Perda 

Pramuwisata Bali yaitu:  

“a. Warga Negara Indonesia 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 

c. Melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) 

tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala 

Desa/Kelurahan 

d. Berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau 

sudah menikah 

e. Melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan 

Wisata 
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f. Melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan 

tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji 

g. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ 

sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling 

singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan 

Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi 

dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata 

h. Surat keterangan bebas narkoba 

i. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah 

sakit pemerintah 

j. Surat keterangan catatan kepolisian” 

 

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk seorang Pramuwisata 

Khusus diatur dalam Pasal 5 Perda Pramuwisata Bali meliputi: 

“a. Warga Negara Indonesia 

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 

c. Melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di 

Kabupaten/Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan 

d. Berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau 

sudah menikah 

e. Melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW 

(Daya Tarik Wisata) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 

f. Surat keterangan bebas narkoba 

g. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah 

sakit pemerintah 

h. Surat keterangan catatan kepolisian” 

 

Persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Perda 

Pramuwisata Bali tersebut harus dipenuhi agar KTPP tersebut dapat segera 

diterbitkan dan Pramuwisata dapat menjalankan tugasnya. KTPP memiliki 

masa berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang kembali paling 

lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir sesuai dengan yang diatur 

dalam Pasal 6 Perda Pramuwisata Bali. 

   

Sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Perda Pramuwisata Bali di 

dalam menjalankan segala kewajibannya seorang Pramuwisata harus 

mengenakan KTPP dan serta menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan. 

Pramuwisata di Bali yang telah memenuhi segala persyaratan yang telah 

ditetapkan tersebut dan memiliki KTPP saat menjalankan tugas dan segala 
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kewajibannya dengan baik maka dapat dikategorikan sebagai Pramuwisata 

di Bali yang legal menurut Perda Pramuwisata Bali. Tetapi kenyataannya 

saat ini banyak Pramuwisata di Bali yang ilegal yang tidak memenuhi 

kompetensi dan persyaratan dalam Perda Pramuwisata Bali tersebut, 

sehingga keberadaan Pramuwisata di Bali, banyak menimbulkan persoalan 

yang serius dan bisa merusak pariwisata itu sendiri atau bahkan merusak 

citra budaya Bali secara keseluruhan. Jumlah pramuwisata yang 

memenuhi persyaratan diatas tersebut secara sempurna tidaklah banyak. 

Saat ini kebanyakan Pramuwisata di Bali yang ada hanya fasih dalam 

berbahasa asing namun tidak memiliki atau bahkan memiliki pengetahuan 

tentang sejarah, budaya dan agama Hindu yang minimal. Memang mampu 

menggunakan bahasa asing dengan fasih penting adanya karena pada 

kenyataannya pula bahasa asing kerap menjadi hambatan yang membuat 

wisatawan frustasi. Menguasai bahasa asing dengan fasih memang baik 

namun menjelaskan tentang sejarah, budaya dan nilai agama yang ada di 

Bali dengan salah mungkin tidak membuat wisatawan frustasi, tetapi dapat 

menimbulkan persepsi yang keliru tentang Bali. Lebih parahnya lagi 

persepsi yang keliru tersebut bisa bersifat permanen jika wisatawan 

tersebut tak pernah berkunjung ke Bali di kemudian hari. Ada hal yang 

mungkin luput dari perhatian seorang Pramuwisata Bali model ini yaitu 

wisatawan datang ke Bali sebagian besar karena tertarik dengan sejarah, 

budaya dan agama Hindu di Bali tidak hanya keindahan alamnya saja 

apalagi tempat-tempat hiburan lainnya.  

Hal tersebut terjadi karena banyak orang yang ingin menjadi 

Pramuwisata di Bali tapi tidak memenuhi segala persyaratan yang telah 

ditetapkan atau mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa untuk 

menjadi seorang Pramuwisata di Bali ada persyaratan yang harus dipenuhi. 

Untuk mengurangi hal tersebut terjadi maka Pemerintah Daerah Provinsi 

Bali menerapkan sanksi bagi Pramuwisata di Bali yang legal atau 

Pramuwisata di Bali yang memenuhi segala persyaratan yang telah 

ditetapkan tersebut yaitu berupa Sanksi Administrasi yang diatur dalam 
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Pasal 13 ayat (1) Perda Pramuwisata Bali. Dalam Pasal tersebut dijelaskan 

bahwa, “setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan 

Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi”. Adapun sanksi yang 

dimaksud dijelaskan dalam ayat (2) yaitu berupa: 

a. Teguran lisan 

b. Teguran tertulis 

c. Pembekuan KTPP 

d. Pencabutan KTPP 

Disebutkan dalam ayat (1) beberapa pasal yang apabila dilanggar maka 

akan dikenakan sanksi administrasi tersebut yaitu Pasal 6 ayat (1) 

mengenai masa berlaku KTPP selama 3 tahun dan wajib diperpanjang 

paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir, Pasal 9 ayat (1) dan 

ayat (2) mengenai kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisata dan 

Pasal 10 ayat (1) mengenai seorang Pramuwisata dalam menjalankan 

tugasnya wajib mengenakan Pakaian Adat Bali.  

Selain sanksi berupa administrasi terdapat aturan mengenai 

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali 

yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga)  bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah”. Di Pasal tersebut disebutkan bagi yang melanggar Pasal 3 ayat 

(1) mengenai setiap Pramuwisata di Bali wajib memiliki KTPP untuk 

melaksanakan tugas kepemanduan wisata, maka bagi Pramuwisata di Bali 

yang tidak memiliki KTPP dalam menjalankan tugas dapat dikenakan 

sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 18 Perda Pramuwisata Bali tersebut. 

 Terkait dengan persyaratan-persyaratan dan sanksi-sanksi yang 

telah disebutkan diatas maka perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali untuk memberikan pembinaan dan pengawasan sebagai 

bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Di dalam 

Perda Pramuwisata Bali tersebut dalam Pasal 15 diatur mengenai 
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Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali, dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa:  

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Pramuwisata 

(2) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan 

Bupati/Walikota. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan 

pengetahuan Pramuwisata. 

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. 

(5) Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

diterapkan dengan Keputusan Gubernur 

Berdasarkan ketentuan diatas maka Perda Pramuwisata Bali tersebut sudah 

mengatur mengenai pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

terhadap Pramuwisata di Bali. Karena pada kenyataannya saat ini banyak 

terdapat Pramuwisata di Bali yang tidak memiliki KTPP dan tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut tapi tetap 

menjalankan profesinya sebagai Pramuwisata Bali pada umumnya yang 

legal menurut Perda Pramuwisata Bali. 

Salah satu Daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata 

sejarah, budaya, agama Hindu dan memiliki wisata alam yang indah serta 

adat istiadat yang masih kental adalah Ubud. Ubud adalah salah satu 

Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Gianyar Bali di mana dalam 

sistem pemerintahan di Bali memiliki sedikit perbedaan dengan sistem 

pemerintahan pada daerah lain di luar Bali. Dalam suatu Kecamatan di 

Bali terdiri dari beberapa desa, kata “desa” mengandung beberapa 

pengertian. “Desa” dapat berarti suatu wilayah pemukiman penduduk yang 

beragama Hindu9. Di Provinsi Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) 

                                                           
9 Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan 

Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm 39. 
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desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur 

organisasi berbeda. Dua bentuk deasa yang lazim disebut dualism desa di 

Bali adalah: 

a. Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) 

Desa Dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang 

menyelenggarakan fungsi administratif, seperti mengurus Kartu 

Tanda Penduduk dan lain-lain persoalan kedinasan 

(pemerintahan). Desa Dinas dibentuk dengan jalan 

menggabungkan beberapa desa pakraman kecil menjadi satu. 

Pengertian pemerintahan desa kemudian dirumuskan secara 

tegas dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Perangkat desa (kepala desa dan kepala urusan di 

kantor desa) bukan sebagai pegawai negeri layaknya dalam 

perangkat kelurahan. 

b. Desa Pakraman atau Desa Adat 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Desa Pakraman dalam Pasal 1 angka 4, Desa Pakraman 

adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang 

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan 

hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam 

ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai 

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak 

mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian desa 

pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang 
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berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan 

spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan 

dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Adapun tugas yang 

dimiliki oleh desa pakraman menurut Pasal 5 Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 

yaitu: 

1. Membuat awig-awig 

2. Mengatur krama desa 

3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa 

4. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di 

segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan 

dan kemasyarakatan 

5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali 

dalam rangka memperkaya, melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan 

kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan “paras-

paros”, sagilik-sagu-luk, salunglung-sabayantaka” 

(musyawarah mufakat). 

6. Mengayomi krama desa 

Selain memiliki tugas, desa pakraman memiliki wewenang 

yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yaitu: 

1. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan 

wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi 

antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat 

kebiasaan setempat 

2. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, 

terutama yang berkaitan dengan tri hita karana 

3. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa 

pakraman 

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, desa adat atau desa 

pakraman memiliki tata hukum sendiri yang bersendirikan pada adat-

istiadat setempat. Tatanan hukum yang lazim berlaku di desa adat atau 

desa pakraman disebut awig-awig. Selain di tingkat desa adat atau desa 

pakraman, di tingkat banjar juga dikenal istilah awig-awig banjar 

pakraman.  
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Dengan adanya tatanan hukum sendiri yang disebut awig-awig 

tersebut maka dalam suatu tempat wisata atau objek wisata yang berada di 

suatu desa atau banjar di kecamatan Ubud tunduk pada awig-awig 

tersebut. Hal ini pun berlaku juga pada Pramuwisata khusus yang bertugas 

di obyek wisata tersebut untuk tunduk pada awig-awig suatu desa atau 

banjar dimana objek wisata tersebut berada. Maka keberadaan Perda 

Pramuwisata Bali tersebut dapat dipertanyakan, apabila dengan adanya 

awig-awig tersebut dapat membuat para Pramuwisata khusus ilegal ini 

melanggar segala ketentuan yang ada dalam Perda Pramuwisata Bali 

karena mereka tunduk pada awig-awig yang ada tersebut yang dapat 

melindungi mereka dari keberadaan Perda Pramuwisata Bali. Situasi 

seperti ini dapat menimbulkan masalah karena jelas dalam Perda 

Pramuwisata Bali para Pramuwisata Khusus tersebut melanggar segala 

ketentuan yang telah diatur dalam Perda Pramuwisata Bali tapi di lain hal 

keberadaan awig-awig suatu desa atau banjar di objek wisata tersebut 

memperbolehkan mereka untuk menjadi Pramuwisata khusus tanpa harus 

memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam Perda 

Pramuwisata Bali tersebut.  

Dengan situasi yang seperti itu dapat menimbulkan semakin 

banyak adanya Pramuwisata khusus ilegal yang mengakibatkan 

keberadaan Perda Pramuwisata Bali tidak diakui karena para Pramuwisata 

khusus ilegal tersebut dapat berlindung dengan menggunakan awig-awig 

desa atau banjar di objek wisata mereka bertugas. Selain itu akibat lain 

yang ditimbulkan adalah Pramuwisata khusus legal yang telah memenuhi 

segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perda Pramuwisata 

Bali tersebut mengalami kerugian karena wilayah kerja mereka telah 

ditempati oleh para Pramuwisata Khusus ilegal tersebut dan hal tersebut 

juga dapat merugikan wisatawan yang berkunjung karena wawasan 

mengenai sejarah, adat istiadat dan kebudayaan objek wisata serta menjadi 

Pramuwisata Bali yang baik yang dimiliki oleh Pramuwisata Khusus ilegal 
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sangat kurang, yang dapat merusak pariwisata itu sendiri dan citra  budaya 

Bali. 

Denyut nadi kehidupan masyarakat Ubud tidak bisa dilepaskan dari 

kesenian dan adat istiadat agama Hindunya. Maka agar wisatawan 

mancanegara dan domestik yang berkunjung ke objek wisata di Ubud 

mengetahui dengan baik tentang sejarah, budaya, adat istiadat dan 

kesenian di Ubud, dibutuhkanlah peran seorang Pramuwisata yang telah 

memiliki izin atau KTPP untuk memberikan informasi kepada para 

wisatawan mengenai objek wisata yang dikunjungi dengan pengetahuan 

yang dimiliki Pramuwisata tersebut. Karena Ubud merupakan salah satu 

Daerah di Bali yang memiliki banyak objek wisata sejarah, budaya, adat 

istiadat dan keseniannya maka dibutuhkan peran dari Pramuwisata khusus 

karena pramuwisata khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya 

pada suatu Daya Tarik Wisata (DTW) tempat Pramuwisata khusus 

bertempat tinggal10 sehingga lebih mengenal dan mengetahui mengenai 

objek-objek wisata yang ada di Ubud. Kenyataannya saat ini banyak 

pramuwisata khusus yang tidak memiliki izin atau KTPP (Pramuwisata 

ilegal) dalam melakukan tugas kepramuwisataannya, sehingga 

pengetahuan yang dimiliki oleh Pramuwisata khusus tersebut mengenai 

Bali dan objek wisatanya sangat kurang. Hal ini dapat menimbulkan citra 

buruk pariwisata Bali dan Pramuwisata Khusus yang legal menurut Perda 

Pramuwisata Bali.   

Untuk mencegah adanya Pramuwisata khusus ilegal di Ubud 

tersebut maka penegakan peraturan dari Perda Pramuwisata Bali lewat 

peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berkoordinasi dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Gianyar, Pemerintah Daerah 

Kecamatan Ubud serta Pemerintah Desa atau Banjar yang ada di 

Kecamatan Ubud dalam mengawasi adanya Pramuwisata khusus ilegal 

agar dapat menjadi Pramuwisata khusus yang sesuai dengan Perda 

                                                           
10 Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata 
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Pramuwisata Bali, perlu di tinjau kembali dan di kritisi agar dapat 

meminimalisir adanya Pramuwisata khusus ilegal di Ubud. Karena dapat 

merugikan banyak Pramuwisata Khusus di Ubud Bali yang legal menurut 

Perda Pramuwisata Bali dalam  tugasnya dan telah melewati proses yang 

panjang untuk menjadi Pramuwisata Khusus yang baik. Selain itu juga hal 

tersebut dapat berdampak pada para wisatawan dan merusak citra 

pariwisata Bali akibat adanya Pramuwisata Khusus ilegal di Bali 

khususnya di Daerah Ubud.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas 

mengenai pengaturan Pramuwisata Khusus di Kabupaten Gianyar 

dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan 

Ubud Bali, maka kasus ini perlu diteliti lebih mendalam dan hasilnya 

dirumuskan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

 

PENGATURAN PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN 

GIANYAR DIKAITKAN DENGAN URUSAN KEBERADAAN 

PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gianyar dalam melindungi Pramuwisata Khusus 

legal dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal?  

2. Bagaimana penegakkan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar 

terhadap Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka maksud 

dan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat dan mengkritisi peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam melindungi 

Pramuwisata Khusus legal dikaitkan dengan keberadaan Pramuwisata 

Khusus ilegal di Kecamatan Ubud 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan sanksi yang telah di 

lakukan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Pemerintah daerah 

Kabupaten Gianyar terhadap Pramuwisata Khusus Ilegal di Kecamatan 

Ubud 

 

1.4 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk meneliti dan 

menganalisis Pengaturan Pramuwisata Khusus Di Kabupaten Gianyar 

Dikaitkan Dengan Urusan Keberadaan Pramuwisata Khusus Ilegal di 

Kecamatan Ubud Bali adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis 

Sosiologis. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum 

dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum11. Seperti 

yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut, diperlukan metode lain 

untuk meneliti dan menganalisis serta menjawab permasalahan yang telah 

disebutkan dalam rumusan masalah diatas yaitu pendekatan Yuridis 

Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode penelitian 

dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata 

hukum, cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta atau 

empirik yang mutakhir.  

                                                           
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: RajaGrafindo, 1995, hlm.14. 
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Alasan penulis menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode 

tersebut dapat membantu dalam proses penelitian, menganalisis dan menjawab 

permasalahan-permasalahan dalam Pengaturan Pramuwisata Khusus Di 

Kabupaten Gianyar Dikaitkan Dengan Urusan Keberadaan Pramuwisata 

Khusus Ilegal di Kecamatan Ubud Bali. 

Menurut Sutrisno hadi, pengertian penelitian dapat diartikan, “sebagai 

usaha menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah 

untuk penelitian disebut metode penelitian”12. Sedangkan metode ilmiah 

menurut Winarno Surakhmad adalah cara utama yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan. Jadi metode penelitian adalah suatu ilmu untuk menguji 

kebenaran dari sebuah penelitian13. Adapun mengenai sumber penelitian 

hukum ini, penulis akan menggunakan bahan-bahan hukum untuk 

memperdalam kajian penelitian yaitu: 

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

positivis yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan 

yang digunakan adalah : 

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan 

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 

Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata 

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pramuwisata 

                                                           
12 Sutrisno Hadi, Metode Research, Faktor Ekonomi UGM (Yogyakarta:1979), hlm 4 
13 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah, Bandung : Transito, 1979,hlm 
40 
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- Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tata 

Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, KTPP dan 

Penggunaan Pakaian Adat Bali Oleh Pramuwisata 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan  hukum sekunder yang digunakan berfungsi sebagai 

bahan/sumber penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

ialah buku-buku hukum termasuk bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang 

berhubungan, makalah yang menjadi acuan, serta artikel-artikel 

pendukung yang menjadi sumber bahan hukum sekunder ini 

termasuk dalam bentuk elektronik.  

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan  hukum tersier adalah yaitu bahan-bahan yang 

menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Peneliti juga menggunakan kamus mencakup Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk lebih mempermudah 

mengartikan suatu makna. Penggunaan bahan-bahan hukum 

tersebut tentunya memiliki relevansi dan sinkronisasi terhadap 

permasalahan yang akan diteliti. 

 Selain menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier penulis 

juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek 

penelitian dan kunjungan langsung ke berbagai objek wisata yang terdapat di 

Kecamatan Ubud untuk memperkuat pemahaman secara teknis.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para 

pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terdiri dari 5 (lima) 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali dengan latar 

belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode yang 

digunakan dalam rangka penelitian, dan sistematika dari penelitian. 

 

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ISI PERATURAN DAERAH 

PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA 

Bab ini akan membahas isi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pramuwisata yang berfungsi mengatur keberadaan 

pramuwisata baik khusus dan umum dan dikaitkan dengan adanya keberadaan 

Pramuwisata khusus ilegal 

 

BAB III: MASALAH PRAMUWISATA KHUSUS ILEGAL DI UBUD 

 Bab ini akan menguraikan segala permasalahan yang menyebabkan 

maraknya keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud melalui 

pengambilan data wawancara dengan beberapa narasumber terkait 

keberadaan Pramuwisata Khusus ilegal di Ubud 

 

BAB IV: ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGATURAN 

PRAMUWISATA KHUSUS DI KABUPATEN GIANYAR DIKAITKAN 

DENGAN URUSAN KEBERADAAN PRAMUWISATA KHUSUS 

ILEGAL DI KECAMATAN UBUD BALI. 

 Bab ini akan menganalisis pengaturan pramuwisata khusus di Kabupaten 

Gianyar yang dikaitkan dengan urusan keberadaan pramuwisata khusus ilegal 

di kecamatan Ubud. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari pertanyaan 

yuridis yang diajukan dalam rumusan masalah serta memberikan saran dari 

hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
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